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MOTTO 
 

 

Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah 

hukum, 

bukan politik ataupun ekonomi.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
*  Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia, Masyarakat 
  Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, hal. 1. 
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RINGKASAN 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan demokrasi yang dianggap yang 

paling efektif untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui pemilihan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya 

yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu 

juga merupakan salah satu indikator terselenggaranya sebuah pemerintahan negara yang 

demokratis. Pemilu sekaligus dipakai oleh pemilih sebagai sarana untuk melakukan penilaian 

terhadap calon-calon wakil rakyat yang mencalonkan diri untuk duduk dalam lembaga 

perwakilan rakyat. Sebagaimana lazimnya kegiatan pemilu ini dilakukan sekali dalam 

rentang waktu lima tahun sekali. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 menurut Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum? 

2. Bagaimanakah Mekanisme pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009? 

3. Bagaimanakah Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) bermasalah? 

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum dalam penulisan skripsi iniyaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna 

meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan 

khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi 

ini. 

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu 

dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum 

yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan 

bahan non hukum serta analisan bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas 

mengenai 3 (tiga) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.  
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Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2009 banyak sekali mengalami ganjalan, 

banyaknya pemilih yang tidak terdaftar ataupun sebaliknya yakni penduduk yang masih 

belum bisa menggunakan hak pilihnya bisa tercantum dalam DPT, terkait dengan peranan 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu  dan Bawaslu selaku 

pengawas pelaksanaan pemilu seluruhnya di tahun 2009 ini memang mengalami beberapa 

sengketa. Dimana Tugas pokok dan fungsi KPU adalah mengatur bagaimana agenda 

perebutan kekuasaan tersebut berlangsung secara baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang 

telah ditetapkan. Di samping itu, tugas pokok KPU lainnya adalah menjamin agar perebutan 

kekuasaan berlangsung sesuai derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, keterwakilan yang 

lebih tinggi, serta mendorong mekanisme akuntabilitas yang jelas. 

Bagi pengawas pemilu, pokok tugasnya masih perlu ditambah, yakni demi menjamin suatu 

perebutan kekuasaan berlangsung secara beradab, berbasis pada asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, serta jujur dan adil dalam kepatuhan seluruh peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pemilu. Dengan demikian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu 

sungguh berat. Artinya, pemilu tidak bisa dibiarkan berlangsung secara kurang beradab dan 

berantakan. Amat besar resikonya apabila penyelenggaraan pemilu tanpa kontrol. Apa 

jadinya apabila pemilu tanpa pengawasan. Karena pemilu adalah urusan publik, maka sudah 

selayaknya bila ia dikontrol dan diawasi. Karena tanpa pengawasan dan kontrol, sama saja 

dengan kita yang mendorong penyelundupan pelanggaran atau kesalahan. Namun masalah 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diatasi untuk pemilu selanjutnya, yakni sesuai dengan  

putusan  Nomor 102/PUU-VII/2009 dimana dalam salah satu amar putusannya tersebut 

Mahkamah Konstitusi menyatakan :1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam 

DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak 

pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor 

yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2.Warga 

Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) 

atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang 

menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di 

dalam KTP-nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, 

sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. 

 

Saran penulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum dan 

Banwaslu selaku badan pengawas pemilu harus benar-benar selektif dalam mendata dan 
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mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar warga 

yang mempunyai hak pilih tidak kehilangan hak pilihnya dan pemilu bisa berjalan lancar 

sesuai dengan peraturan Undang – Undang. 
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